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Abstrack 
Discussion Of The Theoretical And Normative Study Of The Penal Porlicy in 
Purposive to prevent and handle Corporate Coruption. The fungction of penal reform is 
reforming penal substantion in capacity the rebuild a national penal sistem. A purposive is to 
reevaluated, reforming, reorienting a penal to achieving a national goal with based on 
national value (Pancasila). The main problem in this study are How a Penal Policy for 
Corporate Crime presently, What is the purposive and basic principle to operating a penal, How 
to formulated a penal operating future. The metodolgy is normative study with policy and value 
approaches, the specification of study is descrptif analys with secondary data. When they 
gathering from bibliography and documentering study with kualitatif  systematic normatif 
method.  Based on study, the penal policy is transform from classical prespective when the 
purposive is to revenge a crime act becoming a restorative concept with a main purposive to 
retorating a condition, to recovering a criminal actor and to protecting society. A principle 
values in penal reform is unused in Penal System presently. There is a reason why a penal 
reform for. 
Key words : Penal Policy for Corporate Crime, Penal reform for corporate criminal. 
Abstrak 
Pembahasan dan pengkajian secara teoritis normatif mengenai Kebijakan Hukum 
Pidana terhadap Koroporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam berfungsinya sebagai 
pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana serta merupakan pembangunan 
dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan pembaruan pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan 
pidana dan pemidanaan. Tujannya pembaruan pidana untuk reevaluasi, reformasi dan 
reorientasi hukum pidana dengan landasan Pancasila agar dapat dipergunakan sebagai 
instrument untuk mencapai tujuan nasional. 
Yang menjadi kebijakan penggunaan pidana dalam hukum pidana pada saat ini 
merupakan kebijakan yang berlandaskan ajaran klasik yang mengedepankan tujuan 
pembalasan dan bentuk kepastian hukum, dalam perkembangannya konsep-konsep klasik 
tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangan terakhir 
subjek hukum pidana telah mengalami perluasan yaitu memasukkan korpoasi sebagaia subjek 
hukum pidana. Tujuan pidana telah mengalami pergeserang ke arah keadilan khususnya 
keadilan restorative dengan orientasi pada pengembalian keseimbangan, pembinaan/perbaikan 
pelaku tanpa mengesampingkan perlindungan masyarakat sendiri. Demikian pula kepastian 
hukum yang dipergunakan perlahan telah bergeser kepada flexibilitas dan modifikasi pidana 
itu sendiri. 
Nilai-nilai dan prinsip-prinsip pembaruan penggunaan pidana sebagaimana tersbut di 
atas belum dipergunakan hingga saat ini. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan pidana 
dalam penggunaan pidana terhadap korporasi. 
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana untuk Korporasi, Hukum Pidana, Pembaruan 
pidana untuk korporasi. 
Pendahuluan 
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara
1
. Pancasila disebut 
juga sebagai kristalisasi nilai-nilai nusantara
2
, di dalam bukunya yang berjudul “Pantjasila” 
Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus Proklamator, Soekarno mengatakan 
“Pantjasila atau Lima Dasar tersebut berasal dari dua alam pikiran yang disatukan yang 
bersumber dari arus perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya 
mengahadi penjajahan...yang bercorak anti-imperalisme yaitu paham Sosialisme, Demokrasi 
dan Nasionalisme.”3 Pancasila merupakan dasar Falsafah dan Ideologi4 bangsa Indonesia. 
Sebagai falsafah dan ideology bangsa
5
 maka setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia harus 
bernafaskan nilai-nilai dalam Pancasila
6
.  
Dalam kehidupan bernegara, Pancasila merupakan landasan demokrasi
7
 di Indonesia. 
Sedangkan dalam kehidupan berhukum di Indonesia, Pancasila merupakan Grand design
8
 
dari konstitusi itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan Konstitusi termuat secara 
explicit di dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut M. Isnaeni
9
 Ramdhan mengenai hubungan 
antara Pancasila dan UUD 1945 dapat dikaji dalam beberapa paradigm antara lain, paradigma 
Yuridis-Filosofis, Pancasila merupakan hasil kesepakatan luhur sebagai dasar Negara yang 
dirumuskan ke dalam UUD 1945, sedangkan dalam paradigma Yuridis-Konstitutional, UUD 
1945 merupakan cita-cita perjuangan para pejuang dan tokoh-tokoh bangsa, dan dalam 
Paradigma Yuridis-Politis, UUD 1945 merupakan sarana pembatasan bagi para penguasa.  
Konstitusi dalam hal ini UUD 1945 pada hakikatnya merupakan penunjuk arah bagi 
kehidupan bangsa Indonesia. UUD 1945 merupakan cita-cita/tujuan nasional. Tujuan 
nasional yang ingin dicapai pemerintah Negara Indonesia sebagaimana  dirumuskan di dalam 
                                               
1 Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN. 
tahun 2011 Nomor. 82) 
2 Ade Saptomo, Akomodasi Keberagaman Dalam Penyusunan Perturan Perundang-undangan, Dalam 
Memahami Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm. 39. 
3 Lebih lanjut Soekarno menjelaskan “Pancasila itu jika diperas hingga patisarinya, akan tinggal dasar 
permulaannya yaitu biji embrionya Pancasila yaitu gotong royong” Pantjasila, dikutip dari Ibid, Hlm. 40. 
4 Pancasila sebagai Dasar Negara di sampaikan Soekarno pada rapat pembentukkan UUD 1945, ibid, Hlm. 40.  
5 Atau disebut sebagai Weltenschaung, Pandangan hidup bangsa Indonesia, Ibid, Hlm. 39 
6 Pancasila merupakan system nilai multi dimensional, yang mencakup hubungan secara vertical dan horizontal, 
nilai-nilai di dalam Pancasila mencakup dimensi Ketuhanan, dimensi Kemanusiaan dan dimensi 
Kemasyarakatan.  
7 Dalam Pembukaan UUD 1945 amandemen ke-4 merumuskan kalimat “Negara berkedaulatan rakyat dengan 
berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan 
mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 
8 Yang dimaksud dengan Grand design disini menurut M. Isnaeni Ramdhan adalah “kerangka berpikir dalam 
menentukan model pembentukan suatu konsep nilai atau norma”, M. Isnaeni Ramdhan, Pancasila sebagai 
Grand Design Pengkajian Konstitusi, Memahami Hukum, Dalam Memahami Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 
2009, Hlm.232.    
9 Ibid, Hlm. 232-233. 
UUD 1945 antara lain : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut 
perlu dirumuskan suatu kebijakan-kebijakan nasional/social (Social Policy). Keseimbangan 
tujuan dan keseimbangan landasan inilah yang menjadi titik tolak pembahasan Kebijakan 
Hukum Pidana. 
Kebijakan social hakikatnya adalah cara/upaya Negara
10
 untuk mencapai tujuan 
nasional tersebut. Upaya mencapai tujuan nasional dapat dilakukan dengan pendekatan 
integral/terpadu dalam bentuk Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat (Social Walfare Policy) 
dan Kebijakan Perlindungan Masyarakat (Social Defence Policy) sebagaimana  salah satu 
laporan UNAFEI di Tokyo tahun 1973
11
 yang pada pokoknya sebagai berikut “Protection of 
the society could be accepted as the final goal of criminal policy although not the ultimate 
aim of society which might perhaps be described by terms like happiness of citizen, a 
wholesome and cultural living, social walfare or equality.”  
Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat, kebijakan hukum pidana 
bertujuan untuk melindungi terlaksananya kebijakan social tersbut. Sedangkan sebagai bagian 
dari kebijakan criminal, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan 
dengan pendekatan pidana. Mengingat adanya saling keterkaitan antara tiap-tiap kebijakan 
tersebut maka tujuan maupun landasan yang dipergunakan dalam Kebijakan Hukum Pidana 
harus selaras dengan Kebijakan Sosial itu sendiri. Oleh karena itu dalam melakukan 
pembaruan kebijakan hukum pidana harus dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan 
yang cermat dan ilmiah dengan dilandasi oleh keilmuan yang tinggi. 
Mengingat pasca proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih disibukkan 
dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan sehingga tidak memungkinkan untuk 
merancang suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan jika dilihat pentingnya suatu 
peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara hukum
12
 maka para pendiri bangsa 
sepakat untuk tetap mempergunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada selama 
tidak bertentangan dengan konstitusi Negara dan bangsa Indonesia belum memiliki peraturan 
perundang-undangan sendiri, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kondisi kekosongan 
                                               
10
 Negara  dipandang sebagai system yang terdiri dari pemerintah yang berdaulat, wilayah, masyarakat, dan 
pengakuan. 
11 Summary report, resource material series No. 7, UNAFEI, 1974, hlm. 4, dikutip dalam Barda Nawawi, Bunga 
Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta, Kencana Prenada 
Group, Hlm. 2. 
12 Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 amandemen ke-4. 
peraturan perundang-undangan/wet vacuum
13
 sebagai landasan yuridis pemberlakuan 
peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka dirumuskanlah di dalam pasal 1 
ketentuan peralihan UUD 1945. Dengan dasar tersebut diberlakukanlah peraturan perundang-
undangan yang telah ada salah satunya Peraturan Hukum Pidana atau yang lebih dikenal 
Hukum Pidana dengan sumber hukumnya yaitu Wetboek van Strafrecht voor Neitherland 
Indie
14
 atau yang dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1945 tentag Peraturan Hukum Pidana Jo Peraturan Presiden Republik 
Indonesa tertanggal 10 Oktober 1945 Nomor. 2 Jo Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 
tentang Berlakunya  Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang 
Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana
15
. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
16
 dipandang dari tata aturan perundan-
undangan (statutory rule’s) berfungsi sebagai aturan umum/general rule. Prinsip-prinsip 
dasar (Basic Principles) atau yang disebut dengan Asas-asas
17
 umum dari KUHP tersebut 
masih mengacu pada Asas-asas di dalam Code Penal berdasarkan Aturan Penutup pasal 103 
KUHP atau dikenal dengan Asas Lex Specialis de rogat Lex Generalis berlakulah ketentuan 
Undang-undang diluar KUHP khususnya Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak 
Pidana Korupsi. Sejalan dengan perkembangan masyarakat Peraturan Perundang-Undangan 
tentang Tindak Pidana Korupsi terus berubah hingga Undang-undang terbaru yaitu Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-
                                               
13 Lebih dikenal sebagai recht vacuum/kekosongan hukum, akan tetapi penulis sangat keberatan dengan istilah 
tersebut karena pandangan tersebut dilandasi pandangan hukum = undang-undang, sedangkan di dalam doktrin 
pidana undang-undang hanya salah satu sumber hukum (Pen). 
14 Merupakan bahasa Asli/Belanda dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk hindia belanda, 
pemberlakuannya di Hindia Belanda merupakan ide dari Mr Idenburg, yang selesai dibentuk pada 15 Oktober 
1915 dan diundangkan pada 1 januari 1918 (Stbl No. 732 tahun 1915)  dan diberlakukan di Indonesia 
berdasarkan pasal 75 Regerings Reglement dan pasal 131 Indische Staatsregelig atau dikenal dengan Asas 
Konkordansi, dikutip dalam Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 
Hlm 18-19.  
15 Diberlakukan pasca agresi militer belanda guna unifikasi hukum pidana Indonesia, dikutip dalam Saiful 
Bakhri, Sejarah Pembaruan KUHP & KUHAP, P3IH UMJ, Jakarta, 2011, Hlm. 41. 
16
 Berdasarkan pasal 6 ayat (2) UU No. 1 tahun1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, merupakan sebutan lain 
untuk “Wetboek van Strafrecht,” hingga kini istilah tersebut masih belum diganti (Pen).  
17 Asas-asas fundamental di dalam KUHP adalah asas legalitas, yang bercorak lex pravea/lege, lex crimen, lex 
scripta, lex stricta dan lex certa, Asas Legalitas dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum, 
Http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=114, diunduh pada tanggal 21 
Oktober 2012.  
undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
18
.       
Dalam perubahan terakhir Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi perumus undang-undang melakukan perluasan alasan penuntutan dengan 
memasukkan Korporasi sebagai subjek hukumnya. Dalam rangka pemberantasan tindak 
pidana korupsi kebijakan hukum seperti itu perlu disambut baik, akan tetapi dalam 
perumusan pidananya itu sendiri perlu ditinjau ulang khususnya pidana terhadap 
korporasinya itu sendiri. Dalam hal ini kiranya perlu mendapat perhatian. Jika melihat 
rumusan pasal yang mengatur pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi 
tersebut hanya 1 jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan yaitu denda
19
. Meskipun dalam 
hal ini pengurus korporasi tersebut juga dapat dikenakan pidana baik secara alternative 
maupun kumulatif bersama-sama dengan korporasi itu sendiri tapi hal tersebut bukan berarti 
masalah selesai sampai disitu mengingat korporasi tersebut telah dimakhlukkan di dalam 
undang-undang tersebut sehingga tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana, suatu ironi 
dalam dalam system penegakkan hukum pidana jika seorang direksi semata-mata yang harus 
mempertanggung jawabkan perbuatan sautu korporasi yang dipimpinnya, sedangkan hasil 
yang diperoleh dari tindak pidana itu sendiri mengalir ke dalam kas korporasinya tersebut 
nota bane dinikmati bersama. 
Selain itu alasan faktual untuk meningkatkan efektifitas pidana denda terhadap 
korporasi Indriyanto Seno Adji
20
 berpandangan perlu dirumuskan di dalam peraturan 
perundang-undangan mengenai status pengurus, ini berutujuan menghindari terjadinya “ne 
bis in idem” terhadap korporasi tersebut terkait pengurus21 dan korporasi dirumuskan sebagai 
subjek hukum tindak pidana korupsi.  
Disamping itu sendiri modus operandi
22
 yang dilakukan dan kerugian
23
 yang 
ditimbulkan oleh subjek hukum baru ini juga tidak kalah merugikan dibandingkan dengan 
orang perorangan khususnya dalam tindak pidana briebry atau suap. Akan tetapi kita tidak 
                                               
18 akan tetapi disayangkan adalah perubahan tersebut hanya bersifat “partial” hanya terjadi pada tataran special 
rule’s dan tidak terjadi perubahan terhadap general rule’s-nya padahal peraturan perundang-undangan tersebut 
merupakan suatu system yang saling terkait satu sama lain. 
19 Meskipun digandeng dengan pidana tambahan, mengingat sifat pidana tambahan di Indonesia tidak dapat 
berdiri sendiri, serta tidak adanya bentuk pidana pengganti sebagai jaminan terlaksananya pidana pokok 
tersebut.  
20
 Suariyono, Op Cit. Hlm. 232 
21 Lebih lanjut ia menegaskan pengurus selaku subjek hukum memiliki makna yang berbeda dengan korporasi, 
Dalam Indriyanto Seno Adjie, Ibid. 232 
22http://myzone.okezone.com/content/read/2011/10/03/6315/korupsi-berjamaah-di-banggar-dpr,  diunduh pada 
tanggal 15 Maret 2012. 
23 http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/02/23/78626, diunduh pada tanggal 15 Maret 2012. 
menutup mata juga dengan peranan korporasi tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara khususnya dalam menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu perlu kiranya untuk 
dilakukan kajian-kajian ilmiah dalam rangka pembaruan terhadap kebijakan penggunaan 
pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi demi mencapai tujuan 
nasional dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagaimana menjadi harapan oleh para 
pendiri bangsa ini.   
 
Permasalahan 
Berdasarkan pada apa yang telah penulis uraikan pada latar belakang di atas maka 
permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi saat ini ? 
2. Bagaimanakah kebijakan penggunaan pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi 
oleh korporasi ? 
3. Bagaimanakah formulasi pembaruan kebijakan penggunaan pidana dalam menanggulangi 
tindak korupsi oleh korporasi masa mendatang ? 
 
Pembahasan 
A. Penggunaan pidana sebagai salah satu instrument kebijakan kriminal : 
Sebagaimana pembahasan sebelumnya jika dilihat dari bagian kebijakan criminal, 
kebijakan hukum pidana merupakan salah satu daripada kebijakan criminal yang bertujuan 
menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Sebagai bagian dari kebijakan criminal 
itu sendiri maka kebijakan pidana tidak lain berfungsi untuk mendukung tercapainya suatu 
tujuan nasional dari factor-faktor penghambat
24
 pencapaian tujuan nasional tersebut. Salah 
satunya kejahatan itu sendiri, khususnya tindak pidana korupsi.  
Kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha yang rasional masyarakat dalam 
menanggulangi kejahatan sejatinya haruslah dirumuskan dengan suatu landasan berpikir dan 
metode-metode ilmiah. Untuk itulah pentingnya dipergunakan beberapa pendekatan dalam 
rangka memilih kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menanggulangi kejahatan. Pemilihan 
kebijakan pidana yang tidak tepat akan berakibat terganggunya sistem penegakkan hukum 
                                               
24 Sixth UN Congres Report, 1981, Hlm. 5, Dikutip dari Barda Nawawi, Bunga Rampai, Op Cit. Hlm 9. Di 
dalam consideran menimbang huruf b UU No. 31 tahun 1999 di sebutkan “Akibat tindak pidana korupsi yang 
terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat 
pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.” (Pen) 
pidana pada tataran aplikasinya itu sendiri dan lebih jauh justru menciptakan factor 
kriminogen
25
. 
Mengingat dari beberapa pertimbangan di atas tersebut maka sepatutnyalah suatu 
kebijakan khususnya kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan penggunaan pidana itu 
sendiri disusun berdasarkan suatu kajian yang ilmiah dengan dilatar belakangi suatu nilai-
nilai moral di dalam masyarakat. Kebijakan Penggunaan Pidana di dalam Undang-Undang 
Tindak Pidana Korupsi merupakan Pendekatan utama jika kita lihat di dalam rumusan 
Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi jika digali 
di dalam consideran undang-undang tersebut, perumus undang-undang tidak menjelaskan 
alasan dipergunaknnya pidana sebagai solusi untuk menananggulangi tindak pidana korupsi 
itu sendiri.  
Agaknya perumus undang-undang mengintegrasikan alasan penggunaan pidana itu 
sendiri dengan alasan kriminalisasi suatu perbuatan dalam tindak pidana korupsi itu sendiri. 
Hal itu tercermin di dalam consideran menimbang huruf b Undang-undang  31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di sebutkan “Akibat tindak pidana korupsi 
yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga 
menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi 
tinggi.” Yang di dalam penjelasnnya diterangkan “Untuk itu, upaya pencegahan dan 
pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap 
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.” Dari uraian tersebut di 
atas dapat kita tarik kesimpulan mengenai urgensi dilakukannya pemberantasan korupsi 
adalah karena tindak pidana korupsi merugikan keuagan atau perekonomian Negara serta 
menghambat pembangunan nasional yang mana pemberantasannya harus dilakukan dengan 
memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. 
Bertolak dari tujuan nasional sebagaimana di bahas di atas tersbut. Maka kepentingan 
pemberantasan korupsi khususnya dengan pendekatan pidana harus di dasarkan pada 
keseimbangan tujuan antara hak asasi manusia khususnya pelaku dan kepentingan 
mansyarakat dalam hal ini negara selaku pihak yang dirugikan. Meskipun dikatakan oleh 
                                               
25
 Di dalam hasil laporan kongres PBB ke-6 disebutkan “…development was not criminogenic per se but could 
become such if it was not rationally planned, disregarded cultural and moral values and did not include 
integrated social defence strategis.” Dikutip dari Barda Nawawi, Bunga Rampai, Op Cit, Hlm. 7. Dalam 
terjemahan bebasnya “Pembangunan bukanlah suatu factor kriminogen akan tetapi pembangunan itu sendiri 
dapat menjadi factor kriminogen jika tidak terintegrasi dengan upaya perlindungan masyarakat dan 
bertentangan dengan budaya dan nilai moral pada suatu masyarakat” (Pen). 
undang-undang sebagai suatu perbuatan yang merugikan dan menghambat pembangunan 
nasional akan tetapi penggunaan pidana terhadap tindak pidana khusus ini harus dilakukan 
dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan kata lain terdapat batasan-batasan 
penggunaan pidana sebagai upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. 
 
B. Kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi. 
Setelah membahasa pembenaran dipergunakannya pidana sebagai upaya 
pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya kita bahas mengenai 
bagaimana penggunaan pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. 
Kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi di lakukan dengan menggunakan 2 
pendekatan antara lain pendekatan penal dan pendekatan non-penal. Pendekatan non penal 
disini yang dimaksud adalah penggunaan hukum perdata dalam kondisi perbuatan tersebut 
tidak memiliki cukup bukti untuk dilakukan penuntutan secara pidana dan dalam hal 
Terdakwa meninggal dunia
26
. Sedangkan kebijakan penggunaan pidana sendiri dalam 
memberantas tindak pidana korupsi sendiri diatur di dalam 17 (tujuh belas) pasal di dalam 
UU Tindak Pidana Korupsi itu sendiri.  
Di dalam Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
subjek hukum yang dapat dipidana terkait tindak pidana korupsi antara lain orang perorangan 
dan atau Korporasi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 20 UU tentang Pemerantasan 
tindak pidana korupsi tersebut. Dengan dapat dipidananya korporasi di dalam UU tentang 
Tindak Pidana Korupsi tersebut telah memberikan konsekuensi yuridis dalam pemberantasan 
tindak pidana korupsi itu sendiri. 
Akibat hukum yang ditimbulkan dengan dimasukkannya korporasi dalam UU TPK ini 
antara lain. Penyesuaian aturan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Korporasi itu sendiri. 
Dalam hal penjatuhan pidana terhadap korporasi tersebut maka dibedakan menjadi 3 jenis 
lainnya antara lain : 
1. Pengurus ; 
2. Korporasi ; 
3. Pengurus dan Korporasi ;    
                                               
26 Pasal 31, pasal 33 dan pasal 34 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Penggunaan pidana terhadap pengurus agaknya tidak perlu lagi dipersoalkan melihat 
telah banyakknya kajian-kajian ilmiah yang membahas penggunaan pidana terhadap orang 
perorangan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan penggunaan pidana 
untuk korporasi sendiri di dalam ruang lingkup pemberantasan korupsi sendiri merupakan hal 
yang baru bahkan pertama kali. Sehingga kiranya perlu untuk dikaji bagaimanakah 
penggunaan pidana terhadap korporasi itu sendiri. 
 
C. Perkembangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. 
Berbicara tentang pemberantasan tindak piadana korupsi di Indonesia tidak dapat 
dilepaskan dari pendekatan historis tentang perkembangan aturan pemberantasan tindak 
pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang KUHP di Indonesia itu sendiri. Berdasarkan 
Firman Raja Belanda (Koninklijke Besluit) tertanggal 15 Oktober 1915 (Stbl. Nomor 752 
tahun 1915) maka diberlakukanlah WvSNI atau dikenal dengan KUHP dimasa pasca 
kemerdekaan. Di dalam pasal 423 KUHP telah dikenal suatu delik yang disebut sebagai 
kejahatan jabatan yang ternyata 56 tahun kemudian tepatnya di dalam rumusan UU. Nomor 3 
tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi delik tersebut ditarik sebagai salah 
satu delik dalam tindak pidana korupsi. 
Dalam perkembagan awal tindak pidana korupsi tersebut sebagaimana diatur di dalam 
pasal 59 Memori Penjelasan KUHP/Memorie van Toelichting, ditegaskan KUHP tidak 
mengenal adanya subjek hukum selain orang perorangan. Seiring perkembangan zaman 
perjuangan pada waktu itu maka dibentuklah Peraturan Penguasa Militer  Prt/PM/06/1957, 
Prt/PM/03/1957 dan Prt/PM/11/1957 kemudian diganti dengan Peraturan Perang Pusat 
Nomor. Prt/Perpu/013/1958 selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No 24 tahun 1960, 
kemudian diganti Undang-Undang Nomor. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan diganti dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 
tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu Undang-Undang lainnya yang terkait 
dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 15 
tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa korporasi 
sebagai subjek hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan hal yang baru.  
 D. Penggunaan pidana terhadap korporasi dilihat dari Tujuan Pemidanaan. 
Sebagaimana telah dibahas di atas pentingnya suatu tujuan dalam kehidupan manusia 
adalah untuk memberikan arah yang hendak dicapai. Dalam konteks pengambilan kebijakan 
khususnya kebijakan hukum pidana tidak kalah penting pula. Tujuan merupakan arah yang 
ingin dicapai melalui kebijakan itu pula. Akan tetapi sayangnya di dalam Undang-Undang 
No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta diubah dengan 
Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perumus undang-undang tidak 
merumuskan secara tegas apa yang menjadi tujuan pemberantasan korupsi secara tegas 
melainkan hanya tersirat dalam tujuan pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan di 
dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi yang selengkapnya sebagai berikut “Pembangunan Nasional bertujuan 
mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, 
makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu 
secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya 
pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi 
dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya 
perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada 
gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya 
pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan 
dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.” Dalam 
rumusan penjelasan tersebut terlihat bahwa tujuan penggunaan pidana merupakan dianggap 
merupakan suatu kesatuan dengan tujuan di kriminalisasinya suatu perbuatan tersebut ke 
dalam tindak pidana korupsi.  
Padahal tidak terdapat suatu kewajiban atas tindak pidana untuk dijatuhi pidana itu 
sendiri. Hal demikian juga disampaikan oleh Barda Nawawi yang menyatakan “Tidak ada 
kemutlakan dalam masalah penetapan pidana”27 hal senada juga dikemukakan oleh Sudarto 
“Sejarah menunjukkan bahwa apa yang dinamakan kejahatan itu berubah demikian pula apa 
                                               
27 Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif, Op Cit, Hlm. 81. 
yang dinamakan pidana.”28 Untuk itulah kiranya diperlukan adanya perumusan tujuan pidana 
ke depannya untuk memberikan semacam petunjuk/guidance untuk para perumus undang-
undang dalam merumuskan tindak pidana dan para penegak hukum dalam mempergunakan 
pidana itu sendiri. Sebagaimana diterangkan di atas tujuan Kebjikan Hukum Pidana sebagai 
bagian dari Social Defence Policy tidak lain adalah untuk menjamin tercapainya tujuan 
nasional dari factor-faktor penghambat yang salah satunya adalah kejahatan itu sendiri. Oleh 
karena itu sejatinya tujuan dari Pembaruan Hukum Pidana itu sendiri harus dilandasi oleh 
tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai keseimbangan tujuan 
sebagaimana yang dicita-citakan di dalam UUD 1945 tersebut maka diperlukannya 
pendekatan kriminologi dan viktimologi. 
 
E. Kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi dengan pendekatan pidana. 
 
Setelah dibahas mengenai tujuan pemidanaan daripada Undang-undang Nomor. 31 
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang Nomor 20 
tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya akan kita bahas mengenai kebijakan 
penggunaan pidana di dalam undang-undang itu sendiri. Sebagaimana yang diatur di dalam 
pasal 20 Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi khususnya korporasi 
itu sendiri diluar pengurus daripada korporasi itu sendiri hanya terdapat 1 jenis pidana pokok 
saja yaitu pidana “Denda” , artinya dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh korporasi maka seorang hakim yang ingin menjatuhkan pidana terhadap 
korporasi tidak memiliki option lain selain pidana denda itu sendiri
29
. Hal ini merupakan 
salah satu ironis di dalam praktek peradilan Indonesia itu sendiri. Di salah satu pihak diakui 
bahwa kekuasaan kehakiman adalah “kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya 
Negara Hukum Republik Indonesia” akan tetapi dalam kenyataannya ternyata kondisinya 
                                               
28
 Sudarto dikutip dalam Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif, Op Cit, Hlm. 81 : Pernytaan demikian juga 
sebagaimana diutarakan Bonger, “Tidak ada suatu perbuatan yang menurut kodratnya sebagai kejahatan 
melainkan tergantung pada keadaan masyarakat.” Bonger, Op Cit. Hlm. 21  
29 Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. Hakim tidak berwenang menjatuhkan hukuman/putusan yang lain 
dari yang ditentukan pasal 10 KUHP, Soenarto Soerodibroto, KUHP & KUHAP, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, 
Hlm. 16. 
tidak demikian, kondisi seperti ini tercipta tidak lain dikarenakan kondisi legal framework di 
Indonesia itu sendiri yang masih mempergunakan atau berlandaskan dengan sistem colonial. 
Meskipun telah dilakukan pembaruan hukum dalam undang-undang tindak pidana 
korupsi tidak serta merta melepaskan undang-undang tersebut dari rezim KUHP itu sendiri. 
Hal ini dikarenakan berdasarkan statutory rule’s daripada undang-undang tindak pidana 
korupsi masih menginduk kepada KUHP sebagai general rule’s daripada undang-undang 
tipikor tersebut. Meskipun diberlakukan prinsip-prinsip seperti lex specialis derogat lex 
generalis akan tetapi penerapannya haruslah berdasarkan prinsip-prinsip Logische 
Specialiteit, dimana suatu aturan pidana dianggap bersifat khusus jika ketentuan pidana ini 
selain memuat unsure-unsur lain juga memuat semua unsure ketentuan pidana yang bersifat 
umum dan Systematic Specialiteit, pidana tersebut bersifa khusus jika pembentuk undang-
undang memang bermaksud  untuk memberlakukan  pidana tersebut sebagai suatu ketentuan 
pida bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. 
Dengan demikian selama undang-undang tindak pidana korupsi tidak memuat suatu 
pengaturan mengenai pidana maupun pemidanaan yang bersifat khusus untuk tindak pidana 
korupsi maka aturan-aturan mengenai pidana maupun pemidanaan tetap mengacu pada 
ketentuan umum dari KUHP itu sendiri. Hal ini semakin dipersulit dengan keadaan KUHP 
yang tidak mengenal subjek hukum diluar orang perorangan sebagaimana yang diterangkan 
di dalam Memori Penjelasan KUHP/MvT sebagaimana telah berungkali disebutkan di atas. 
Selain itu dengan hanya mengenal jenis pidana pokok tunggal ini maka pola perumusan 
pidana hanya dapat dilakukan secara tunggal dalam arti tidak mengenal pola perumusan 
alternative maupun kombinasi, selain itu dengan pidana tunggal ini juga mengharuskan 
hakim untuk menjatuhkan pidana segera setelah suatu korporasi tersebut dinyatakan terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana meskipun tidak pernah 
ditemukan alasan yang secara tegas menyatakan suatu tindak pidana tersebut harus 
dijatuhkan pidana sebagai sanksinya. 
Selanjutnya di dalam UU TPK dikenal adanya sistem minimum dalam penjatuhan 
pidana. Akan tetapi sayangnya tidak ada indicator yang jelas mengenai alasan perbuatan 
tersebut diberlakukan sistem pidana minimum, ini karena KUHP sebagai general rule’s bagi 
semua aturan pemidanaan baik yang berada di dalam maupun di luar KUHP tidak mengenal 
sistem yang satu ini. Akhirnya dalam praktik peradilan hakim dalam menentukan aturan 
minimal tersebut hanya berdasarkan ketentuan yang termuat di dalam rumusan delik tersebut. 
Mengenai pidana minimum sendiri di dalam KUHP tidak mengenalnya karena KUHP 
sendiri menggunakan sistem pidana maximum/maximum sentencing sebagaimana yang diatur 
di dalam pasal 12 KUHP. Hal ini sering menimbulkan perdebatan diantara beberapa pakar 
hukum pidana mengenai penggunaan hukum pidana itu sendiri. Untuk menjembatani antara 
aturan umum di dalam KUHP dan aturan-aturan khusus di luar KUHP kiranya harus terdapat 
kesepakatan mengenai aturan minimum ini, hal ini diperlukan untuk menghindari disparitas 
putusan yang sangat mencolok.  
F. Dimensi keseimbangan nilai-nilai di dalam Pancasila. 
Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya Indonesia. Sebagai nilai pokok 
dari bangsa Indonesia maka pancasila merupakan grondnorm daripada seluruh norma-norma 
hukum Indonesia. Sebagai konsekuensi yuridisnya maka setiap aturan yang dibentuk tidak 
boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Secara lebih dalam Pancasila memiliki 
beberapa dimensi nilai antara lain : 
- Nilai ketuhanan ; 
- Nilai kemanusiaan ; 
- Nilai kemasyarakatan ; 
Sebagai Negara yang berdasarkan agama dan bukan Negara agama sebagaimana 
amanat UUD 1945. Maka norma-norma hukum yang dibentuk harus bernafaskan nilai-nilai 
ketuhanan yang dapat dirasakan dalam norma-norma agama terutama yang bersifat universal. 
Dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indoensia asas-asas yang kiranya dapat 
dipergunakan adalah : 
- Asas meniadakan kesulitan, pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk meringankan beban 
terdakwa maupun masyarakat akibat terjadinya tindak pidana tersebut. 
- Asas pembebanan berangsur, pidana yang dijatuhkan tidak serta merta harus diselesaikan 
pada saat itu juga tetapi dapat dibeban secara berangsur, contoh mudahnya mengenai 
pembayaran denda yang dapat dilakukan secara berangsur. 
- Asas meringankan beban, maksudnya adalah fungsi pidana itu adalah untuk meringankan 
beban yang diderita korban tindak pidana itu sendiri serta beban yang ditanggung 
Terdakwa atas pidana yang dibebankan kepadanya. 
Jika kita tarik garis merahnya maka pokok ajaran dalam asas-asas hukum pidana 
Islam adalah keadilan. Perintah untuk bersikap adil tersebut salah satunya ada di dalam QS 5 
: 8 yang berbunyi “…janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa…” 
ayat ini memberikan maksud sekalipun kita membenci seorang Terdakwa itu sekalipun kita 
tetap mesti bersikap adil kepadanya. Salah satu bentuk pidana khsusnya denda dalam Islam 
adalah “diyat” berbeda dengan konsep denda pada umumnya dimana denda dibayarkan 
kepada Negara dan diterima Negara sebagai penghasilan non pajak, sebaliknya denda dalam 
ajaran Islam Negara hanya sebagai pihak yang menetpkan besarannya semata sedangkan 
pembayarannya tetap dilakukan kepada korban tindak pidana. Selain itu sesuai dengan asas 
pembebanan berangsur-angsur maka denda tersebut dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang 
mana pembayarannya dapat dilakukan secara berangsur-angsur pula sesuai dengan kondisi 
Terdakwa itu sendiri. Selain itu dalam konsep diyat ini juga dipergunakan sebagai 
kompensasi terhadap tidak diterapkannya qishas kepada Terdakwa. 
Disamping itu di dalam ajaran islam dikenal pula dengan yang dinamakan 
“Kaffarah” suatu bentuk tindakan (maatregel) dimana seseorang yang bersalah tidak 
langsung dijatuhi pidana melainkan dijatuhi tindakan berupa pertobatan, menjalankan puasa 
atau memberikan makan kepada para fakir miskin. Hikmah yang dapat dipetik adalah konsep 
ini tidak menekankan pada pembalasan (retributive) terhadap Terdakwa melainkan bersifat 
membina Terdakwa agar lebih peka terhadap kondisi social dimasyarakat disamping tetap 
takwa kepada Allah SWT. Dalam konteks korporasi dapat kiranya diaplikasikan bentuk ke-2 
yaitu memberikan makan, pendidikan atau layanan kesehatan kepada masyarakat sekitar yang 
di tunjuk oleh hakim. Mengingat korban daripada tindak pidana itu sendiri adalah Negara dan 
masyarakat tidak lain daripada unsur Negara itu sendiri. 
Selain itu nilai yang paling mulia dalam hukum pidana Islam adalah pengampunan 
hakim (rechtelijk pardon). Seorang dapat lolos dari qishas jika diberikan pengampunan oleh 
hakim. Dalam hal ini pengampunan di dasarkan pada pengampunan korban/ahli waris 
korban. Sedangkan dalam konteks korporasi ini maka pengampunan kiranya dapat diberikan 
dalam hal ini oleh hakim setelah mempertimbangkan kondisi-kondisi ekonomi Negara pada 
saat itu, sumbangsih perusahaan terhadap pendapatan Negara khususnya pajak, jumlah 
lapangan kerja yang diberikan, corporate social responsibility, modus operandi tindak pidana 
tersebut dan kerugian yang diakibatkan perusahaan tersebut.  
 
 
Penutup 
kebijakan penggunaan pidana dalam hukum pidana pada saat ini merupakan kebijakan 
yang berlandaskan ajaran klasik yang mengedepankan tujuan pembalasan dan bentuk 
kepastian hukum, dalam perkembangannya konsep-konsep klasik tersebut sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangan terakhir subjek hukum pidana telah 
mengalami perluasan yaitu memasukkan korpoasi sebagaia subjek hukum pidana. Tujuan 
pidana telah mengalami pergeserang ke arah keadilan khususnya keadilan restorative dengan 
orientasi pada pengembalian keseimbangan, pembinaan/perbaikan pelaku tanpa 
mengesampingkan perlindungan masyarakat sendiri. Demikian pula kepastian hukum yang 
dipergunakan perlahan telah bergeser kepada flexibilitas dan modifikasi pidana itu sendiri. 
Nilai-nilai dan prinsip-prinsip pembaruan penggunaan pidana sebagaimana tersbut di atas 
belum dipergunakan hingga saat ini. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan pidana dalam 
penggunaan pidana terhadap korporasi. 
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